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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pewarisan memiliki keterkaitan erat dengan beragama pengertian dan 

konsep mengenai keadilan pada pembagian harta peninggalan. Sehingga 

berdampak pada ketentuan tentang pembagian harta warisan juga semakin 

beragam. Beberapa orang mengacu pada ketentuan Agama Islam dan sebagian 

lainnya menganut ketentuan hukum adat serta Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata).
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Berdasarkan faktor subyek hukum yang berhak memperoleh waris dan 

besaran bagian yang diterima oleh ahli waris, maka ketentuan hukum waris 

baik Agama Islam, Hukum Adat dan KUHPerdata memiliki ketentuan yang 

berbeda. Berdasarkan hukum Islam, ahli waris laki-laki  memperoleh dua kali 

lipat lebih banyak daripada perempuan (2:1). Hukum adat menjelaskan 

besarnya ahli waris laki-laki dan perempuan tergantung pada adat yang 

berlaku di wilayah atau sukunya masing-masing sehingga bisa saja bagian 

laki-laki lebih besar daripada perempuan ataupun sebaliknya. Sedangkan 

menurut KUHPerdata bagian ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki 

bagian yang sama. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa masyarakat Indonesia 

bisa memilih aturan hukum waris dari yang tersedia. 

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa 

kewarisan merupakan hukum yang mengatur terkait dengan pemindahan hak 
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kepemilikkan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang 

berhak menjadi ahli waris dan bagian yang diterima. Pengertian warisan 

secara umum mengenai warisan adalah perpindahan hak kebendaan dari orang 

yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.
2
 

Hukum waris berdasarkan KUHPerdata merupakan bagian daripada 

hartai kekayaan.i Olehi karenai itui hanyai haki dani kewajibani yangi 

berwujudi hartai kekayaani merupakani warisani yangi akani diwariskan.i Haki 

dani kewajibani dalami hukumi publiki sertai yangi timbuli daripadai 

kesusilaani dani kesopanani tidaki akani diwariskan,i demikiani jugai dengani 

haki yangi timbuli daripadai hukumi keluargai tidaki dapati diwariskan. Prinsip 

waris dalam KUHPerdata dibagi menjadi dua bagian diantaranya adalah: 

1. Pasal 830 KUHPerdata: harta warisan baru terbuka (dapat diwariskan 

kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian.
3
 

2. Pasal 832 KUHPerdata: adanya hubungan darah antara pewaris dan 

ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri pewaris dengan ketentuan 

mereka masih terikat dengan pewaris ketika meninggal dunia.
4
 

Pembagian waris menurut hukum Islam dilakukan pada Pengadilan 

Agama setempat dimana hakim dalam memutuskan perkara perceraian harus 

berdasarkan pertimbangan yang baik sehingga terwujudnya putusan hakim 

yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan  mengandung kepastian 

hukum serta manfaat bagi para pihak terkait. Sebaliknya jika putusan hakim 
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dilakukan dengan tidak teliti, baik dan cermat maka akan dibatalkan oleh 

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
5
 

Kasus waris terkait dengan kalalah atau mati punah pernah diajukan 

pada  Pengadilan Agama dimana Pewaris semasa hidupnya telah menikah 

dengan seorang wanita (Tergugat) secara islam sebagaimana tersebut dalam 

Duplikat Akta Nikah No. KK.02/Pw.01/319/III/10 tertanggal 01 Maret 2010 

yang merupakan kutipan Akta Nikah No. 1133/57/XI/1993 tanggal 8 

Nopember 1993, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi 

Timur. Sepanjang perkawinan antara almarhum Sugihartono bin Supangat 

dengan Tergugat tidak dikaruniai anak. Bahwa almarhum pewaris meninggal 

dunia pada tanggal 30 Juni 2009 sebagaimana tersebut dalam Surat 

Keterangan Kematian atas nama Sugihartono No. 77/1.755.03/TA/JB/06/2009 

tanggal 30 Juni 2009, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan/Desa 

Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Isteri pewaris selaku 

Tergugat telah berpindah agama, yaitu keluar dari agama islam dan memeluk 

agama katholik sebagaimana tersebut dalam Kartu Keluarga atas nama 

Sugihartono No. 3704.077273 tertanggal 08 Mei 2008, yang telah dikeluarkan 

oleh Kantor Kelurahan/Desa Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. 

Berdasarkan ketentuan hukum Islam jika pewaris meninggal dunia 

tanpa memiliki ahli waris maka ahli waris pengganti atau mawali akan 

menjadi ahli waris yang sah dikarenakan isteri dari pewaris telah berindah 

keyakinan dari Islam menjadi Katholik. Ahli pewaris pengganti mengajukan 
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gugatan kepada Tergugat sebagai Isteri dari pewaris tersebut mengenai harta 

warisan yang seharusnya jatuh kepada ahli waris pengganti. Oleh karena itu 

Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakata Barat 

berkenan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sejumlah harta-harta 

peninggalan almarhum Sugihartono Bin Supangat kepada Penggugat I s./d 

Penggugat IX tanpa syarat apapun, dan selanjutnya dibagikan kepada Para 

Penggugat (Ahli Waris) dengan bagian masing-masing sesuai dengan 

ketentuan Faro’id Hukum Islam. Dalam putusannya hakim membagi harta 

warisan dengan isteri dairpada pewaris yang telah berpindah agama. 

Pengertian mengenai kalalah dijelaskan dalam Surat An-Nisa (12):  

“jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 

seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan 

(seibu saja)”.  

 

Kalalah sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 181 

yang meyebutkan: “bila seorang meninggal dunia tanpa meningalkan anak 

dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-

masing mendapat seperenam. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka 

mereka bersama-sama mendapat sepertiga”. 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan 

melakukan penelitian terhadap ahli waris, ketentuan pembagian warisan dan 

kalalah (mati punah) berdasarkan konsep hukum yang berlaku di Indonesia. 

Penulis memilih judul penelitian skripsi: Tinjauan Yuridis Ketentuan 

Pembagian Waris Dalam Keadaan Kalalah Berdasarkan Hukum Islam & Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis 

merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep hukum yang berlaku terhadap permbagian waris dalam 

keadaan kalalah berdasarkan hukum islam dan hukum positif? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan permbagian waris 

dalam keadaan kalalah berdasarkan hukum islam dan hukum positif? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep hukum yang berlaku terhadap pembagian waris 

dalam keadaan kalalah berdasarkan hukum islam dan hukum positif. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan permbagian 

waris dalam keadaan kalalah berdasarkan hukum islam dan hukum positif. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian 

hukum ini, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagaii sumbangani pemikirani dani refrensii yangi dapati menambahi 

pengetahuani sertai wawasani mahasiswa,i khususnyai mengenaii 

ketentuani pembagiani waris dalam keadaaan kalalah berdasarkan Hukum 

Islam dan Hukum Positif. 
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2. Manfaat Praktis 

memberikani sumbangani pemikirani dani pengetahuani yangi luasi bagii 

hakimi dani ahlii warisi sertai diharapkani dapati menjadii pertimbangani 

bagii pihaki dalami memahami ketentuan pembagian waris dalam keadaaan 

kalalah berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif. 

E. Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikiran 

Keterangan  

 “Pewaris, adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau 

dinyatakan meninggali berdasarkani putusani pengadilani beragamai Islam,i 

meninggalkani ahlii warisi dani hartai peninggalan”.i “Ahlii waris,i adalahi 

Pewaris 

Meninggal Dunia 

(Kalalah) 

Harta Warisan Ahli Waris 

Dasar Hukum 

Hukum Islam Hukum Positif 
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orangi padai saati meninggali duniai mempunyaii hubungani darahi ataui 

hubungani perkawinani dengani pewaris”,i “beragamai Islami dani tidaki 

terhalangi karenai hukumi untuki menjadii ahlii waris”.i “Hartai warisani adalahi 

hartai bawaani ditambahi bagiani hartai bersamai setelahi digunakani untuki 

keperluani pewarisi selamai sakiti sampaii meninggalnya”,i “biayai perawatani 

jenazahi (tahjiz),i pembayarani hutangi dani pemberiani untuki kerabat””. 

 Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: ”Pewarisan 

hanya berlangsung karena kematian”. Dalam Pasal 831 KUH Perdata 

menyatakan bahwa:
6
  

“Apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi 

waris yang lain, karena satu malapetaka yang sama, atau pada satu hari, 

telah menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang 

mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia 

pada detik yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada 

yang lain taklah berlangsung karenanya”. 

 

Pengertian daripada kalah dijelaskan pada Pasal 182 KHI: 

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia 

mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia 

mendapat separuh bagian ”. “Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama 

dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, 

maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian ”. “Bila saudara 

perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau 

seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara 

perempuan”.  

 

 Ketentuan mengenai ahli waris pengganti dapat dilihat pada Pasal 

185 KHI, yang berbunyi: 

(1) “Ahli “waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka 

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 

tersebut dalam Pasal “173”. 
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(2) “Bagian “ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli 

waris yang sederajat dengan yang diganti ””. 

 

 “Kalalah mencakup tiga hal, yaitu: “pertama, orang yang mati, 

tanpa meninggalkan anak dan bapak; “kedua, ahli waris selain anak dan bapak; 

dan ketiga, kerabat yang tidak berasal dari jalur anak dan bapak ”. “Kerabat 

demikian, dinamakan kalalah karena pertaliannya dengan pewaris lemah atau 

tumpul (tidak tajam)”. “Atau karena mereka mengelilingi pewaris dari tepian, 

bukan dari tengah”. Seperti ikat kepala yang melingkari tepian kepala sedang 

tengah-tengahnya kosong.”
7
 

“Pembagian harta waris, “pada kondisi kalalah, ulama sependapat 

bahwa bagian saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan jika sendiri 

mendapat 1/6 dan jika lebih dari “seorang maka mendapat 1/3 bagian dengan 

dibagi secara merata tanpa perbedaan antara saudara laki-laki dan perempuan 

seibu”. “Dan bergabung menerima bagian 1/3 dengan saudara sekandung, ketika 

bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu””.
8
 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

“Penelitiani inii mendasarkani padai penelitiani hukumi yangi 

dilakukani dengani pendekatani doktrinal,i karenai dalami penelitiani inii 

hukumi dikonsepkan,i sebagaii norma-normai tertulisi yangi dibuati dani 

diundangkani olehi lembagai ataui olehi pejabati negarai yangi 

berwenang”.i “Hukumi dipandangi sebagaii suatui lembagai yangi otonom,i 
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terlepasi darii lembaga-lembagai lainnyai yangi adai di”i masyarakat.i “Olehi 

karenai itui pengkajiani yangi dilakukan,i hanyalahi terbatasi padai 

peraturani perundang-undangani (tertulis)i yangi terkaiti dengani objeki 

yangi diteliti”. 

“ Darii berbagaii jenisi metodei pendekatani yuridisi normatifi yangi 

dikenal,i penulisi memilihi bentuki pendekatani normatifi yangi berupa,i 

inventarisasii i peraturani perundang-undangani dani penemuani hukumi 

in-concreto.    

2. Jenis Penelitian 

 Tipei “kajiani dalami penelitiani inii lebihi bersifati deskriptif,i 

karenai bermaksudi menggambarkani secarai jelas,i tentangi berbagaii hali 

yangi terkaiti dengani objeki yangi diteliti, yaitu ketentuan pembagian 

waris dalam keadaaan kalalah berdasarkan Hukum Islam ” dan Hukum 

Positif. 

3. Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, 

diantaranya yaitu Putusan Pengadilan terkait dengan ketentuan pembagian 

waris dalam keadaaan kalalah berdasarkan hukum Islam dan Hukum 

Positif. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metodei inii dipergunakani untuki mengumpulkani datai sekunder,i 

yangi dilakukani dengani cara,i mencari,i mengiventarisasii dani 

mempelajarii peraturani perundang-undangan,i doktrin-doktrin,i dani data-
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datai sekunderi yangi lain,i yangi terkaiti dengani objeki yangi dikaji.i 

Adapuni instrumeni pengumpulani yangi digunakani berupai formi 

dokumentasi,i yaitui suatui alati pengumpulani datai sekunder,i yangi 

berbentuki format-formati khusus,i yangi dibuati untuki menampungi 

segalai macami data,i yangi diperolehi selamai kajiani dilakukan. 

5. Metode Analisa Data 

 Datai “yangi telahi terkumpuli dani telahi diolahi akani dibahasi 

dengani menggunakani metodei normatifi kualitatifi berdasarkani logikai 

deduktif,i yaknii suatui pembahasani yangi dilakukani dengani carai 

menafsirkani dani mendiskusikani data-datai yangi telahi diperolehi dani 

diolah,i berdasarkani (dengan)i norma-normai hukum,i doktrin-doktrini 

hukumi dani teorii ilmui hukumi yangi ada”. 

 Pembahasani “padai tahapi awali dilakukani dengani carai 

melakukani inventarisasii terhadapi peraturani perundang-undangani yangi 

terkaiti dengani persoalani yangi menjadii objeki kajian.i Datai yangi 

terkumpuli akani diidentifikasikani secarai analitisi doktrinal,i dengani 

menggunakani teorii Hukum”i Murinii darii Hansi Kelsen.i i . 

 Sedangkani “untuki tahapi keduai akani dilakukani pembahasani 

yangi berupai pendikusian,i antarai berbagaii datai sekunderi sertai datai 

primeri yangi terkait,i dengani berbagaii peraturani perundang-undangani 

yangi telahi diiventarisir,i sehinggai padai tahapi akhiri akani ditemukani 

hukumi in-concreto-nya”. 
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